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BUPATI I.,OMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI T,OMBOK UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah juncto pasal 15 ayat (4) dan pasal 116
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali teralhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2OO3 Nomor 47, Tanba}:ran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44OO);
Undang-Undang Nomor 25 "fahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomorlo4, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8721 ;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O7l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (I,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor A2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a9s);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2O15
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L"embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
%7el;

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol9 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2O20 fiembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19
Nomor 198 Tambahan Iembaran Negara Repubtk
Indonesia Nomor 64lO);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO
Nomor 21O, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O28);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapakali dan
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun
2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7 Dl ;15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan
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Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 15O, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang
Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dart Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah
di wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O11 tentang
perubahan atas Peratutan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2O1O tentang Tata Cara Pelaksanaan Ttrgas dan Wewenang
serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di wilayah Provinsi (kmbaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 44, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 52O9);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O11 tentang
Pinjaman Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Repubtk Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahlun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1O6, Tarrrbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O57);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

27. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara Tahun Anggran
2O20 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 22O);

28. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011,
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201I Nomor 310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11, Nomor 525);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15, Nomor 2O361
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18 tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 157);
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Beita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3
Tahun 20 10 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 201O Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4
Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5
Tahun 2O10 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten lombok Utara Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten lnmbok
Utara Nomor 5);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6
Tahun 2010 tentang Retribusi Goiongan Perizinar. Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 210
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Utara Nomor 6);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 89);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 45 );

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Tahun 20i5 Nomor 46 );

40. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 49 );

4L. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

dan
BUPATI LOMBOK UTARA
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MEMUTUSI(AN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O.

Pasal 1

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
b. Dana perimbangan Rp.
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp.

Jumlah Pendapatan Daerah Rp.

220.559 .597 .727 ,tA
637.477.491.489,00
183.583.751.961,00

1.o41.620.a4t.t77 ,ta

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah Rp.
b. Retribusi Daerah Rp.
c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Rp.
d. Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp.

a. Bagi hasil pajak/bagr hasil bukan pajak Rp.
b. Dana Alokasi Umum Rp.
c. Dana Alokasi Khusus Rp.
d. Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Dari Rp-

Provinsi
Jumlah Dana Perimbangan Rp.

a. Pendapatan Hibah
b. Dana Darurat
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

131.40s.486.504,92
18.621.400.OO0,00
4.50a.732.O49,44

66.O23.979.t72,82
220.559.597.727,ra

32.621.552.000,00
421.275.927.O00,0O
183.580.O12.489,OO

00,00

637 .477.491.489,00

Rp. 28.806.000.000,00
Rp. OO,OO
Rp. 51.195.485.961,0O
Rp. OO,OO

(a) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari jenis pendapatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2O beg'umlah Rp.
l.OA7 .697 .925.344 ,99 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Rp. 1.041.620.841.177,18
2. Belanja Rp. 1.A77.697.925.344,9

9
Surplus/(Defisit) Rp. (36.077.084.167,81)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 46.077.084.167,81
b. Pengeluaran Rp. 1O-OOO.OOO.OOO,OO

PembiayaanNeto Rp. 36.077.O84.167,8L
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. OO,OO

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebaqaimana rtirnaksud dalarn pasal 1 terdiri dari :
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e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Rp.

I-ainnya.
f. Pendapatan Rp. 1o3.582 .266.000,00

Jumlah l^ain - l,ain Pendapa.tan Daerah Yang Sah Rp. 183.583.751.961,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaiama dimaksud dalam Pasal I terdiri dari:

a. Belanja Tidak L,angsung
b. Belanja l,angsung

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Bantuan Sosial
f. Belanja Bagi Hasil
g. Belanja Bantuan Keuangan
h. Belanja Tidak Terduga

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal Rp.

Jumlah Belanja Langsung Rp.

,00

439 .t3t .522.208,99
638.566.403.136,00

266.O84.803. 158,50
00,00
o0,00

32.781.200.000,00
1.OOO.OOO.OOO,OO

15.057.688.650,49
t22.957 .830.400,00

1.250.OOO.OO0,00

69.436.554.581,00
339 .t97 .44t.678,07
229.932.446.476,93
638.s66.403.136,OO

46.O77.O84.167,81
10.000.000.000,00
36.O77.0A4.167,al

Rp
Rp

Jumlah Belanja Daerah Rp. 1.O77.697.925.344,99

(1) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
darijenis belanja :

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

JumlahBelanjaTidakl^angsung Rp. 439.737.522.208,99

(2) Belanja Langsung sslagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a
b
c

Rp.
Rp.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayal Rp.
b. Pengeluaran Pembiayan Rp.

Jumlah Pembiayaan Daerah Rp.

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan:
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a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sebelumnya
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Dipisahkan
d. Penerimaam Kembali Dana Bergulir

Tahun
Rp.
Rp.

yang Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

o0,oo
o0,00
o0,oo

46.O77.O84.167,8t

JumlahPenerimaanPembiayaan Rp. 46.077.084.167,a|

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang
d. Pemberian Pinjaman Daerah

oo,0o
10.ooo.ooo.oo0,oo

oo,00
00,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.OOO.OOo.o00,oo

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2O2O sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, tercantum dalam Lampiran yang

merupalan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. l,ampiran IV

5. Lampiran V

g. I ^rnpiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

Ringlcsan APBD.

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi.

Rincian APBD m€nurut Urusan Femerintatran Daerah,

Organisasi, Pendapa.tan, Belanja dan kmbiayaan.

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpa.duan Urusan Femerintahan Daerah dan Fungsi da'larn

Icrang!<a Fengelolaan Keuangan Negara.

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Pe{abatan.

Daftar Piutang Daerah.

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.



9. Lampiran IX

lO. I-ampiran X

l l. I.ampiran XI

12. Lampiran XII

13, Lampiran XIII

-9-
: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

t

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 Desember 2019

fuPATr LOMBOKUTARA, +

4

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan
Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten lombok
Utara.

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pa.da tanggal 27 Desember 2Ol9

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN IOMBOK UTARA,

ltu;
H.SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I.,OMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 1O5 TAHUN 2OI9


